
1 

 

JAMINAN KESEHATAN NASIONAL 
 

Setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang 

layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, 

adil, dan makmur; bahwa untuk memberikan jaminan sosial yang menyeluruh, negara 

mengembangkan Sistem Jaminan Sosial Nasional bagi seluruh rakyat Indonesia; 

 

Pembangunan sosial ekonomi sebagai salah satu pelaksanaan kebijakan pembangunan 

nasional telah menghasilkan banyak kemajuan, di antaranya telah meningkatkan kesejahteraan 

rakyat. Kesejahteraan tersebut harus dapat dinikmati secara berkelanjutan, adil, dan merata 

menjangkau seluruh rakyat.  

 

Dinamika pembangunan bangsa Indonesia telah menumbuhkan tantangan berikut tuntutan 

penanganan berbagai persoalan yang belum terpecahkan. Salah satunya adalah penyelenggaraan 

jaminan sosial bagi seluruh rakyat, yang diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (3) mengenai hak 

terhadap jaminan sosial dan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945. Jaminan sosial juga dijamin dalam Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak 

Asasi Manusia Tahun 1948 dan ditegaskan dalam Konvensi ILO Nomor 102 Tahun 1952 yang 

menganjurkan semua negara untuk memberikan perlindungan minimum kepada setiap tenaga kerja. 

Sejalan dengan ketentuan tersebut, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dalam 

TAP Nomor X/MPR/2001 menugaskan Presiden untuk membentuk Sistem Jaminan Sosial Nasional 

dalam rangka memberikan perlindungan sosial yang menyeluruh dan terpadu. 

 

Sistem Jaminan Sosial Nasional pada dasarnya merupakan program Negara yang bertujuan 

memberi kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Melalui 

program ini, setiap penduduk diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak 

apabila terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan hilang atau berkurangnya pendapatan, karena 

menderita sakit, mengalami kecelakaan, kehilangan pekerjaan, memasuki usia lanjut, atau pensiun. 

 

 Selama beberapa dekade terakhir ini, Indonesia telah menjalankan beberapa program 

jaminan sosial. Undang-Undang yang secara khusus mengatur jaminan sosial bagi tenaga kerja 

swasta adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja 

(JAMSOSTEK), yang mencakup program jaminan pemeliharaan kesehatan, jaminan kecelakaan 

kerja, jaminan hari tua dan jaminan kematian.  

 

Untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS), telah dikembangkan program Dana Tabungan dan 

Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN) yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 

1981 dan program Asuransi Kesehatan (ASKES) yang diselenggarakan berdasarkan Peraturan 

Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991 yang bersifat wajib bagi PNS/Penerima Pensiun/Perintis 

Kemerdekaan/Veteran dan anggota keluarganya. 

 

  Untuk prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota Kepolisian Republik Indonesia 

(POLRI), dan PNS Departemen Pertahanan/TNI/POLRI beserta keluarganya, telah dilaksanakan 

program Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI) sesuai dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1991 yang merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 44 Tahun 1971. 
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Prinsip Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah sebagai berikut: 

Prinsip kegotong-royongan. Prinsip ini diwujudkan dalam mekanisme gotong royong dari peserta 

yang mampu kepada peserta yang kurang mampu dalam bentuk kepesertaan wajib bagi seluruh 

rakyat; peserta yang berisiko rendah membantu yang berisiko tinggi; dan peserta yang sehat 

membantu yang sakit. Melalui prinsip kegotong-royongan ini, jaminan sosial dapat menumbuhkan 

keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.  

 

- Prinsip nirlaba.  

Pengelolaan dana amanat tidak dimaksudkan untuk mencari laba (nirlaba) bagi Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial, akan tetapi tujuan utama penyelenggaraan jaminan sosial 

adalah untuk memenuhi sebesar-besarnya kepentingan peserta. Dana amanat, hasil 

pengembangannya, dan surplus anggaran akan dimanfaatkan sebesarbesarnya untuk 

kepentingan peserta. 

 

 - Prinsip keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas.  

Prinsip-prinsip manajemen ini diterapkan dan mendasari seluruh kegiatan pengelolaan dana 

yang berasal dari iuran peserta dan hasil pengembangannya. 

 

 - Prinsip portabilitas. 

 Jaminan sosial dimaksudkan untuk memberikan jaminan yang berkelanjutan meskipun 

peserta berpindah pekerjaan atau tempat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 

 

 - Prinsip kepesertaan bersifat wajib.  

Kepesertaan wajib dimaksudkan agar seluruh rakyat menjadi peserta sehingga dapat 

terlindungi. Meskipun kepesertaan bersifat wajib bagi seluruh rakyat, penerapannya tetap 

disesuaikan dengan kemampuan ekonomi rakyat dan Pemerintah serta kelayakan 

penyelenggaraan program. Tahapan pertama dimulai dari pekerja di sektor formal, bersamaan 

dengan itu sektor informal dapat menjadi peserta secara suka rela, sehingga dapat mencakup 

petani, nelayan, dan mereka yang bekerja secara mandiri, sehingga pada akhirnya Sistem 

Jaminan Sosial Nasional dapat mencakup seluruh rakyat.  

 

- Prinsip dana amanat.  

Dana yang terkumpul dari iuran peserta merupakan titipan kepada badan-badan 

penyelenggara untuk dikelola sebaik-baiknya dalam rangka mengoptimalkan dana tersebut 

untuk kesejahteraan peserta.  

 

- Prinsip hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial Nasional dalam Undang-Undang ini 

adalah hasil berupa dividen dari pemegang saham yang dikembalikan untuk 

kepentingan peserta jaminan sosial. 

 

Dalam Undang-Undang ini diatur penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional yang meliputi 

jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan pensiun, jaminan hari tua, dan jaminan 

kematian bagi seluruh penduduk melalui iuran wajib pekerja. Program-program jaminan sosial 

tersebut diselenggarakan oleh beberapa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Badan Penyelenggara 

Jaminan Sosial dalam Undang-Undang ini adalah transformasi dari Badan Penyelenggara Jaminan 

Sosial yang sekarang telah berjalan dan dimungkinkan membentuk badan penyelenggara baru 

sesuai dengan dinamika perkembangan jaminan sosial. 
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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2004 TENTANG 

SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL 

1. Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar 

dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. 

 

 2. Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial 

oleh beberapa badan penyelenggara jaminan sosial.  

 

3. Asuransi sosial adalah suatu mekanisme pengumpulan dana yang bersifat wajib yang berasal dari 

iuran guna memberikan perlindungan atas risiko sosial ekonomi yang menimpa peserta 

dan/atau anggota keluarganya. 

 

 4. Tabungan wajib adalah simpanan yang bersifat wajib bagi peserta program jaminan sosial.  

 

5. Bantuan iuran adalah iuran yang dibayar oleh Pemerintah bagi fakir miskin dan orang tidak 

mampu sebagai peserta program jaminan sosial. 

 

6. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial adalah badan hukum yang dibentuk untuk 

menyelenggarakan program jaminan sosial.  

 

7. Dana Jaminan Sosial adalah dana amanat milik seluruh peserta yang merupakan himpunan iuran 

beserta hasil pengembangannya yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial untuk 

pembayaran manfaat kepada peserta dan pembiayaan operasional penyelenggaraan program 

jaminan sosial. 

 

 8. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di 

Indonesia, yang telah membayar iuran.  

 

9. Manfaat adalah faedah jaminan sosial yang menjadi hak peserta dan/ atau anggota keluarganya. 

 

 10. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, dan/atau 

Pemerintah. 

  

11. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam 

bentuk lain.  

 

12. Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya 

yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai 

negeri dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.  

 

13. Gaji atau upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai 

imbalan dari pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu 

perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi 

pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan. 

 

 14. Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan 

yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya, dan penyakit 

yang disebabkan oleh lingkungan kerja. 
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BAB II ASAS, TUJUAN, DAN PRINSIP PENYELENGGARAAN 

Pasal 2 Sistem Jaminan Sosial Nasional diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, asas 

manfaat, dan asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 

 

 Pasal 3 Sistem Jaminan Sosial Nasional bertujuan untuk memberikan jaminan terpenuhinya 

kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya. 

 

 

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL 

 Pasal 5 

 (1) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial harus dibentuk dengan UndangUndang.  

 

(2) Sejak berlakunya Undang-Undang ini, badan penyelenggara jaminan sosial yang ada dinyatakan 

sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menurut Undang-Undang ini. 

 

 (3) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: 

 a. Perusahaan Perseroan (Persero) Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK); 

 b. Perusahaan Perseroan (Persero) Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN);  

c. Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia 

(ASABRI); dan  

d. Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia (ASKES).  

 

(4) Dalam hal diperlukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial selain dimaksud pada ayat (3), dapat 

dibentuk yang baru dengan UndangUndang. 

 

KEPESERTAAN DAN IURAN 

 Pasal 13 ayat  (1)  

Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti. 

 

Pasal 16  

Setiap peserta berhak memperoleh manfaat dan informasi tentang pelaksanaan program jaminan 

sosial yang diikuti. 

 

Pasal 17  

(1) Setiap peserta wajib membayar iuran yang besarnya ditetapkan berdasarkan persentase dari upah 

atau suatu jumlah nominal tertentu.  

 

(2) Setiap pemberi kerja wajib memungut iuran dari pekerjanya, menambahkan iuran yang menjadi 

kewajibannya dan membayarkan iuran tersebut kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 

secara berkala.  

 

(3) Besarnya iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan untuk setiap jenis 

program secara berkala sesuai dengan perkembangan sosial, ekonomi dan kebutuhan dasar 

hidup yang layak.  

 

(4) Iuran program jaminan sosial bagi fakir miskin dan orang yang tidak mampu dibayar oleh 

Pemerintah. 
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PROGRAM JAMINAN SOSIAL  

Bagian Kesatu Jenis Program Jaminan Sosial  

Pasal 18 Jenis program jaminan sosial meliputi:  

a. jaminan kesehatan;  

b. jaminan kecelakaan kerja; 

c. jaminan hari tua;  

d. jaminan pensiun; dan 

 e. jaminan kematian.  

 

Bagian Kedua Jaminan Kesehatan  

Pasal 19  

(1) Jaminan kesehatan diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan 

prinsip ekuitas. 

 

 (2) Jaminan kesehatan diselenggarakan dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat 

pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. 

 

Pasal 20  

1) Peserta jaminan kesehatan adalah setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar 

oleh Pemerintah.  

 

(2) Anggota keluarga peserta berhak menerima manfaat jaminan kesehatan.  

 

(3) Setiap peserta dapat mengikutsertakan anggota keluarga yang lain yang menjadi tanggungannya 

dengan penambahan iuran. 

 

Pasal 23 

 (1) Manfaat jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diberikan pada fasilitas 

kesehatan milik Pemerintah atau swasta yang menjalin kerjasama dengan Badan Penyelenggara 

Jaminan Sosial. 

 

 (2) Dalam keadaan darurat, pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan pada 

fasilitas kesehatan yang tidak menjalin kerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan 

Sosial. 

 

 (3) Dalam hal di suatu daerah belum tersedia fasilitas kesehatan yang memenuhi syarat guna 

memenuhi kebutuhan medik sejumlah peserta, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial wajib 

memberikan kompensasi.  

 

(4) Dalam hal peserta membutuhkan rawat inap di rumah sakit, maka kelas pelayanan di rumah 

sakit diberikan berdasarkan kelas standar. 
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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG 

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL 

Pembentukan Undang-Undang tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ini merupakan 

pelaksanaan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, 

setelah Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap perkara Nomor 007/PUU-III/2005, guna 

memberikan kepastian hukum bagi pembentukan BPJS untuk melaksanakan program Jaminan 

Sosial di seluruh Indonesia. Undang-Undang ini merupakan pelaksanaan dari Pasal 5 ayat (1) dan 

Pasal 52 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang 

mengamanatkan pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan transformasi kelembagaan 

PT Askes (Persero), PT Jamsostek (Persero), PT TASPEN (Persero), dan PT ASABRI (Persero) 

menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Transformasi tersebut diikuti adanya pengalihan 

peserta, program, aset dan liabilitas, pegawai, serta hak dan kewajiban. 

 

 Dengan Undang-Undang ini dibentuk 2 (dua) BPJS, yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS 

Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan menyelenggarakan program jaminan kesehatan dan BPJS 

Ketenagakerjaan menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan 

pensiun, dan jaminan kematian. Dengan terbentuknya kedua BPJS tersebut jangkauan kepesertaan 

program jaminan sosial akan diperluas secara bertahap. 

 

 

Pasal 1  

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:  

1. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang 

dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.  

2. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar 

dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.  

3. Dana Jaminan Sosial adalah dana amanat milik seluruh peserta yang merupakan himpunan iuran 

beserta hasil pengembangannya yang dikelola oleh BPJS untuk pembayaran manfaat kepada peserta 

dan pembiayaan operasional penyelenggaraan program Jaminan Sosial 

 

 

Pasal 2 BPJS menyelenggarakan sistem jaminan sosial nasional berdasarkan asas:  

a. kemanusiaan; 

 b. manfaat; dan  

c. keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.  

 

Pasal 3 BPJS bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan terpenuhinya 

kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap Peserta dan/ atau anggota keluarganya. 

 

Pasal 5 

 ayat (1) 

 Berdasarkan Undang-Undang ini dibentuk BPJS.  

Ayat (2) BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:  

a. BPJS Kesehatan; dan  

b. BPJS Ketenagakerjaan.  
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Bagian Kedua Ruang Lingkup Pasal 6  

(1) BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a menyelenggarakan 

program jaminan kesehatan.  

 

(2) BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b 

menyelenggarakan program: a. jaminan kecelakaan kerja; b. jaminan hari tua; c. jaminan pensiun; 

dan d. jaminan kematian. 

 

 

 

 

TANYA JAWAB 

Apa itu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)? 

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang 

diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib 

(mandatory) berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN dengan tujuan untuk 

memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak yang diberikan kepada setiap orang yang 

telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah. 

 

Apa itu SJSN? 

Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) adalah suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan 

sosial oleh beberapa badan penyelenggara jaminan sosial. 

  

Apa itu DJSN? 

Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) adalah Dewan yang berfungsi untuk membantu Presiden 

dalam perumusan kebijakan umum dan sinkronisasi penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional. 

 

Kapan BPJS Kesehatan mulai operasional? 

BPJS Kesehatan mulai operasional pada tanggal 1 Januari 2014. 

 

 Apa saja jenis jaminan sosial? 

Jaminan sosial meliputi: 

• Jaminan Kesehatan 

• Jaminan Kecelakaan Kerja 

• Jaminan Hari Tua 

• Jaminan Pensiun 

• Aminan Kematian 

 

Apa itu BPJS Kesehatan? 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk 

menyelenggarakan program jaminan kesehatan. 

 

Semua penduduk Indonesia wajib menjadi peserta jaminan kesehatan yang dikelola oleh BPJS 

termasuk orang asing yang telah bekerja paling singkat enam bulan di Indonesia dan telah 

membayar iuran. 

 

Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk 

lain. 

 

Pekerja penerima upah adalah setiap orang yang bekerja pada pemberi upah kerja dengan menerima 

gaji atau upah 
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Pekerja penerima upah terdiri atas: 

1. Pegawai Negeri Sipil. 

2. Anggota TNI. 

3. Anggota POLRI. 

4. Pejabat Negara. 

5. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri. 

6. Pegawai Swasta. 

7. Pekerja lain yang memenuhi kriteria pekerja penerima upah. 

 

Pekerja bukan penerima upah adalah setiap orang yang bekerja atau berusaha atas risiko sendiri. 

 

Pekerja bukan penerima upah terdiri dari: 

1. Pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri. 

2. Pekerja lain yang memenuhi kriteria pekerja bukan penerima upah. 

 

Bukan pekerja adalah setiap orang yang tidak bekerja tapi mampu membayar iuran Jaminan 

Kesehatan. 

 

Yang termasuk kelompok bukan pekerja terdiri atas: 

1. Investor. 

2. Pemberi kerja. 

3. Penerima pensiun. 

4. Veteran. 

5. Perintis Kemerdekaan. 

6. Bukan pekerja lain yang memenuhi kriteria bukan pekerja penerima upah 
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